BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dikemukakan uraian jawaban dari rumusan maslaah dalam

penelitian ini pada bab pembahasan, maka perlu disimpulkan untuk memberikan

penegasan dari hasil penelitian. Adapun kesimpulannya adalah :

1)

2)

Original intent (maksud asli) pembentuk Undang-Undang Dasar NRI Tahun
1945 merumuskan pasal tentang DPD adalah agar adanya keterwakilan
daerah dalam parlemen sehingga dapat terjadinya agregasi kepentingan dan
kebutuhan daerah ketingkat nasional, selain itu, juga calon anggota DPD
yang disyaratkan melalui jalur perseorangan harus dimaknai bahwa calon
anggota DPD harus bebas dari fatsun dan afiliasi partai politik, sebab
anggota DPD harus independen, mandiri dan merdeka dalam
memperjuangkan kepentingan daerah, tidak berada di bawah komando
kepartaian yang kental dengan kepentingan politis pragmatis.

Status keanggotaan DPD yang berafiliasi partai politik sejatinya telah telah
mengingkari semangat reformasi konstitusi. Desain undang-undang pemilu
saat ini juga yang tidak memberikan pembatasan yang jelas tentang larangan
anggota DPD harus bebas dari afiliasi partai politik adalah penafsiran
radikal yang menabrak semagat perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang
dilakukan oleh DPR yang diisi oleh partai politik. Kondisi ini sengaja

dibiarkan agar DPD secara kelembagaan merupakan lembaga tinggi negara
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dengan kewenngan startegis, namun secara komposisi dan fungsional dapat

dikendalikan secara politik.

5.2. Saran

Bersasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu

dikemukakan saran dari penelitian ini adalah :

1)

2)

3)

Perlu dilakukan pemurnian maksud asli pembentuk Undang-Undang
Dasar NRI Tahun 1945 tentang hakekat pembentukan DPD merupakan
representatif wilayah, dimana DPD secara fungsi mengangregasi
kepentingan daerah sehingga harus bebas dari kepentingan dan afiliasi
partai politik;

Pemurnian tersebut dapat dilakukan melalui perubahan terhadap
undang-undang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, harus
mensyaratkan calon anggota DPD bukan merupakan anggota partai
politik sebagaimana ketentuan tersebut pernah diatur dalam Undang-
Undang Pemilu Tahun 2003.

Sambil menunggu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 7
Tahun 2017 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, anggota
DPD yang telah bergabung dengan partai politik sebaiknya mundur dari
keanggotaan partai politik, atau jika tetap ingin berkarir menjadi politis,

maka sebaiknya mundur dari anggota DPD.
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